
BUPATI HALMAHTRA BARAT

JAILOLO
KEPUTUSAN BIIPAfi HALMAIIERA BARAT

NOMOR 5z /KPTS / I /2017
TENTANG

PEIENIJUIIAI{ BEITDAIIARA PENGELUARAIT
PADA SATT'AIS TTR.'A DITAS PE:IIGEITDALIAIS FEIIDITDIAT, DAIT I{TLUARGA

BTREI{CAITA INBI'PATEI{ IIALIIAHERA BARAT
TAIIIff AT{GGARAIT 2AI7

BI'PATI IIAI,MAIITRA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangla tertib administrasi pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diafur dalam Feraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
kelancaran pelaksarraarr prograe d.an kegiatan dipandang
perlu menunjuk Bendahara Pengehraran pada Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O77;

b. bahwa Saudara ITASRITITff PA,hIU yang diusulkan oleh
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Halmahera Barat, selaku pejabat
pengguna anggararr dianggap cakap dan memenuhi syarat
serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaart dalalrr
rangka pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera
Barat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dim.aksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Eupati
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan
kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
20L7.

Mengurgat : 1. Undanyundang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Fenetapan
Undang'undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam
lffilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang*und*g;

2. Undang-undang Nonnor 6 Tahun 2000 tentang Perubahaa
atas Undanyundang Nomor 46 fahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undangundang Nomor L Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halrrnahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halnahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

4. Undarrg-undang Nomor 17 Ta,hun 2OOg terrtang Keuarrgan
Negara;

5. Undang-undang Nomor 1

Perbendaharaan Negara;
Talrun 2OA4 tentang
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6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbalgan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2AW tentang Aparatur
Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentalg
Pengeiolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun 2Arc tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2017;

14.Peraturan Bupati HalmaheraFarat Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2017;

Surat Usulan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Nomor
:37O / 843.4 /F.KKBD I 2016 tartggal, 15 Desember 2A16,
Perihal: Usulan Bendahara Pengeluaran dan Barang.

MEMUTUSI(AN :

Menunjuk Saudara NASRITDIN PADJU NIP. 19780830
2OO5O1 1 OO1 sebagai Bendahara Pengeluaran pada
Satuan Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Haimahera Barat Tahun Anggaran
2017 dengan atasan langsungnya Dinas PengendaTian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera
Barat.

Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yaxg
berlaku.

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai
berikut:

KETIGA
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SPECIMTN
BENDAHARA PENGELUARAN

TANDA TANGAN PARAF
I

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : t?- Januari 2OL7

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah \b-V

Ass. Bid. Pem & Adm. Umum V
Dinas PPKB t*l''fr
Kabag. Hukum & Orgs ry

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur lnspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala Dinas PPKB Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7 . Yang Lrersangkutan u.ntuk dan dilaksanakan sebagairnana mestinya
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